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IMPLEMENTASI, PERMASALAHAN DAN STRATEGI
PELAKSANAAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH

Oleh: Suryanto, S.So0s”

Pelaksanaan kebfjakan otonomi daerah telah menimbulkan berbagai implikasi seperti :
kerancuan peraturan perundangon (termasuk Perda don Keputusan Kepala Daerah),
ketidakjelasan arah kebijakan (penataan kewenangan, kelembagaan, personil), penerimaarn
daerah yang masilh mengandalkan DAU, disharmoni hubungan Pemerintah Pusat, Provivgi,
dan Kabupatenw/'Kota, divharmond hubungan Legitlatif dengan Eksekutif, demokratisasi pang
tidak sehat (ketidakpercayaan masyarakat ke DPRD bermuara pada pengerahan massa).

L. Pendahuluan.

KEebijakan otonomi daerah pada
dasarmya dimaksudkan uniuk mencapai tujuan
pemberian otonomi daerah vaitu
Peningkatan Felayanan Dan
Kesejahtersan Masyarakal Yang Semakin
Baik, Pengembangan Kehidupan
DPemokrasi, Keadilan, Dan Pemerataan,
Pemeliharaan Hubungan Yang Serasi
Antars Pusat Dan Daerah Serta Antar
Daerah Dalam Menjaga Keutuhan Negara
Kesatean Repuhblik Indonesia (NKRI).
Otonomi Dgerah merupakan cerminan dari
demokratisasi, peran sarta masyarakatl,
pemerataan dan keadilan, vang disesuaikan
dengan potensi dan keanckaragaman Daerah.
Ditandai olch perubshan mendasar dari
pemeriniahan  yang  sentralistik-otoriter-
birokratik yang telah berlangsung lebih dari
30 tahun ke pemeriniahan vang lebih bersifat
partisipatoris-demokratik.

bidang  politik

Sebagai  sebuah Negarm  Kesatuan
Republik Indonesia vang sangat plural dan
dengan kemampuan sumber daya alam dan
sumber daya manusia yang berancka ragam
antara  satu  daerah  dengan  lainnya
memerlukan usaha besar dan waktu panjang
untuk mewujudken fujuan pemberian otonomi
daerah tersebut. Seiring dengan hal tersebut,
tentu diperlukan langkah-langkah nyata dari
berbagai  level  pemerintahan  untuk
melaksanakan kebijakan otonomi daerah,
baik dalam hal pemberian kewenangan dan
langkah penyerahannya, serta berbagai
perangkat lain yang diperlukan oleh Daerah.

Kewenangan Pemerintah Puosst  dan
Daerah

Kewenangan Daerah mencakup
kewenangan  dalam  seluruh  bidang

pemerintahan, kecuali kewepangan dalam
luar negeri, pertahanan

* Peneliti pada Lombaga Admintstrast Negora
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keamahan, peradilan, moneter dan fiscal,
apama, serta kewenangan bidang lain (pasal 7
ayat 1 UU 22/1999). Dalam penjelasan pasal
7 aya (1), vang dimaksud dengan moneter
dan fiscal adalah kebijakan makro ekomomi.
Khusus di bidang keagamaan sebagian
kegiatannys  dapat  ditugaskan  oleh
Pemerintah kepada Daerah sebagai upaya
meningkatkan keikutsertaan Daerah dalam
menumbuhkembangkan kehidupan beragama.
Sedangkan wvang dimaksud Kkewenangan
bidang lsin sebagaimunis lercantum pada ayat
sclanjutnya: kewenangan  bidang  lain,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi  kebijakan tentang perencanaan
nasional dan pengendalian pembangunan
nasional secara makro, dana perimbangan
keuangan, sistem administrasi negara dan
lembaga perekonomian negara, pembinaan
dan pemberdayasan sumber daya manusia,
pendayaan sumber daya alam serta teknologi
tinggi yang stretegis, konservasi, dan
standardisasi nasmml{pﬂsﬂl 7 ayat 2).

8 ayat 1). Kewenangan pemerintahan yang
dilimpahkan kepada Gubenur dalam rangka
dekonsentrasi  harus  disertai  denpan
pembiayaan sesuai dengan kewenangan yang
dilimpahkan tersebut (pasal 8 ayat 2).
Kewenangan Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten serta Kota tercantum dalam pasal
% s/d 12 UU 22 whun 1999. Dalam pasal 9
disebutkan: Kewenangan Provinsi sebagai
Daerah  Otonom mencakup kewenangan
dalam bidang pemerintahan yang bersifat

lintas batas kabupaten dan kota, serta
kewenangan dalam bidang pemerintahan
tertentu lainnya (ayat 1) Kewenangan
provinsi sebagai Daerah otonom termasuk
juga kewenangan yang tidak atau belum
dapat dilaksanakan Daerah Kabupaten dan
Daerah Kota (ayat 2). Kewenangan provinsi
sebagai  wilayah administrasi mencakup
kewenangan dalam bidang pemerintahan
yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku
wakil pemerintah (ayat 3).

Dalam penjelasan pasyl 9 dinyatakan
sehagai berikut:

- myat {1y kewenangan bidang
pemerintahan  yang  bersifat  [lintas
Kabupaten dan Kota seperti kewennagan
di bidang pekerjaan umum, perhubungan,
kehutanan  dan Yang
dimaksud dengan kewenangan bidang
pemerintahan tertentu lainnya adalah:

a. perencanaan  dan  pengendalian
pembangunan regional secara makro;

b, pelatihan bidang tertentu, alokasi
sumber daya manusia potensial, dan
penelitian yang mencakup wilayah
provinsl,

¢. pengelolaan pelabuhan regional:

d. pengendalian lingkungan hidup;

e promosi dagang
budaya/pariwisata;

f. penmanganan penyakit menular dan
hama tanaman, dan

£ [PErencanian tata ruang provinsi.

= Awat (2) Yang dimaksud dengan
kewenangan ini adalah kewenangan
Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang
ditangani oleh Provinsi seielah ada
pemyataan dari Daersh Kasbupaten dan
Kota,

dan
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Adapun kewenangan Daerah Kabupaten
dan Kota schagaimana tercantum pada pasal
11 ayat (1) Kewenangan Daerah Kabpaten
dan Daerah Kotz mencakup semua
kewenangan pemerintahan selnin
kewenangun yang dikecualikan dalam Pasal 7
dan yang diatur dalam Pasal 9. Sedangkan
pada aymt (2) dinyatakan: Bidang
pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh
Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi
pekerjaan umum. keschatan, pendidikan dan
kebudayaan, pertanian, perbubungan, industri
dan  perdagangan, penanaman  modal,
lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan
tenaga kerja.

Pengaturan  lebih  lanjut mengenai
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 'dan Pasal 9 ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah (Pasal 12). Pasal ini telah
ditindaklanjuti dengan diterbitkannys PP
MNomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
Derdasarkan PP ini, maka kewenangan
Pemerintah Kabupaten dan Kota merupakasn
“residu” dari kewenangan Pusat dan Provinsi.
Tentu saja, untuk sebelas kewenangan wajib
tersebut (sehagaimana tercantum dalam pasal
Il ayat 2) tetap menjadi kewenanpan
Pemerintah Kabupaten dan Kota din  tidak
dapat diserahkan kepada Pemeriniah Pusat
maupun Provinsi. Hal ini sesuni dengan
penjelasan  pasal 11 ayat (2) anpa
mengurangi arti dan pentingnya prakarsa
Daergh dalam penyelenggaraan otonominya,
untuk menghindarkan terjadinya kekosongan
penyelengparaan  pelayanan  dasar  kepada
masyarakat, dacrah kabupaten dan daerah
Eota wajib melaksanakan kewenangan dalam
bidang pemerintahan tertentu menurut pasal
ini, sesuai dengan kondisi Dacrah masing-
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masing. Kewesnangan yang wajib
dilaksanakan oleh daerah Kabupaten dan
Daerah Kota tidak dapat dialihkan ke Daerah
Provinsi. Khusus kewenangan Daerah Kot
disesuaikan dengan kebutuhan perkotaan,
antara lain, pemadam kebkaran, kebersihan,
pertamanan, dan tata kota.

Realitas pelaksanaan kebijakan otonomi
daerah

Kewenangan yang lebih besar di daerah
yang disertai penyerahnn dan pengalilian
pembiayaan, sarana dan prasarana, serta SDM
[UL No:22/ 1999 pasal § (1)], telah diikuti
langkah-langkah penatasn; kewenangan,
kelembagaan, personil, dokumen dan arsip,
keuangan dan aset.  dan  pemingkatan
kapasitas lembage daerah. Tim Koordinasi
(instansi) Pusat yang semula distur dalam
Kepres 52 Tahun 2000, telah dissmpurmakan
dengan Kepres 157 Tahun 2000 tentang
pembentukan Tim Kerja Pusat Implementasi
UU Ne. 22/1999 dan UU No. 25/1999 Tim
Kerja Pusat. Kepres 137 merupakan cross
Sfunctional team yang mempunyai tugas dan
tanggung jawab besar dalam  penataan
instrumen olonomi dacrah serta mengawasi
dan menpusulkan pembatalan perda dan
keputusan kepala daerah yang berientangin
dengan Kepentingan uwmwmn dan  peraturan

perundangan lainnya.

Sementarn Tim Kerja Pusat Keppres 157
berkonsentrasi pada penataan instrumen
olonomi, justru penyelenggaraan otonomi di
daerah terkendala oleh masih adanya
kwmmsan yang belum sepenuhnya dapal

oleh dacrah. Kekurangan

tws:bu' tidek selayaknya direspon dengan
upaya menarik Kewenangan tersebul ke
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pemerintah yang lebih tinggi, tapi dengan
memfasilitasi deerah dalam penyelengparaan
otonomi. Masih banyak Departemen/LPND
yang belum menindaklanjuti amanat UU No.
22 tahun 1999 pasal 112 menyiapkan;
pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan,
supervisi. Tim Kerja Pusat Kepres 157, masih
memeriukan banyak pembenahon  dalam
mengkoordinasikan Departemen/LPND
menyiapkan  instrumen  pembinaan  dan
pengawasan.

Persinpan Pemerintah Kabupaten/Kota

Kewenangan., Sampai dengan akhir Desember
2000  belum  seluruh  KabupatenKota
menyerahkan  daftar kewenangannya dan
yang sudah menyerahkan masih memeriukan
penelitian untuk pengakuan dan koreksi
pemerintah, masih  banynk kewenangan
deersh dibuat berupa daftar kegiatan dan
masih  ditemukan  kewenangan  yang
bersentuhan dengan kewenangan pusat dan
propinsi seperti yang diatur dalam PP No. 25
tahun 2000,

Belum satu pun daerah yang membuat
pengakuan ketidakmampuannya
menyelenggarakan seluruh atau  sebagian
kewenangan wajib vang harus dilakukan.
Tim kerja daerah harus melakukan inventory
dan  membantu  daerah = memproses
pelimpahan dan atau kerjasama dari
Kabupaten/Kots ke Propinsi.

Kelembagaan. Walaupun Pemerintah telsh
mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 84
tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan
Perangknt Daerah dan berbagai pedoman dari
instansi tekmis lainmya namun peranghkat
daerah yang telah disusun masih bervariasi

antara satu daerah dengan daerah lainnya.
Masih banyak daesrah yang membentuk
struktur organisasi yang besar yang belum
diperlukan yang berakibat membengkaknya
belanja pegawai, dan banyak pula daerah
yang membentuk struktur organisasi yang
terlalu ramping yang berdampak pada
rendahnya pelayanan.
Sumber Daya Aparatur. Tidak kurang dari 2.3
juta Pegawai Negeri Sipil berstatus pegawai
pusat yang bekerja di daecrah  Propinsi,
Kabupaten, dan Kota lelah dialihstatuskan
menjadi pegawai dacrah dan diikuti dengan
pengalihan  penggajian  oleh  daersh
Penggabungan perangkat pusat dan perangkal
daeruh membawa  implikasi  terhadap
penempatan dan pembinaan personil di
daerah

Tidak kuwrang dari 6 {enam} Peraturan
Pemerintah  fentang  pengadaan  dan
pembinaan personil [PP26/2000, tentang
pengangkatan, pembinaan dan i
PNS, PP97/2000, tentang formasi PNS,
PP98/2000, tcntang pengadaan PNS, PP
9/2000, tentang kenaikan pangkat PNS, PP
100/2000, tentang pengangkatan PN5 pada
jabatan srulmn-al, PP 101/2000, tentang

pendidikan dan pelatihan jabatan PNS telah
dmﬁtnnﬂndapmdlpcdummmm

penempatar  personil masih saja ditemui
Banyak daerah yang sudah mendahulukan
profesionalisme  dalam  mengantisipasi
penyelenggaraan  otonomi, globalisasi dan
perubahan teknologi, namun tidak kearng
banyakmya  dserah  yang  masih
terperangkap oleh belenggu daerahisme
yang lidak menempatkan orang yang lepat
(professional) ditempat yang tepat (jabatan
strategis), dan dalam jangka panjang akan
mengancam kelangsungan dacrah tersebut
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sebagai daerah otonom [UU No:22/19099
pasal 6 (1)]. Daerah tersebut dapat dihapus
dan digabungkan dengan daerah lain.

Kevangan dan aset daerah. Walaupun dalam
UU No. 25 tahun 1999, telah distur ada 4
(empat) sumber penerimaan daerah, yaitu;
PAD, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah,
dan Penerimaan Sah Lainnyn, namun dalam
kenyataannya banyak daerah vang sangat
menggantungkan pencrimaannyva dari Dana
Alokasi Umum (DAU) semata. Daerah vang
tidak mempunyai SDA dan tidak kreatif
dalam menggali penerimaan selain  dana
perinbangan  akan mengalami  kesulitan
dalam menyelenggarakan otonomi karena
kekurangan sumber pembiayaan.

Daersh sendiri harus  didorong untuk
meningkatkan PAD dan penerimaan sysh
lainnya melalui perbesaran kegiatan ekonomi
serta sistern pajak dan retribusi daerah dan
usaha bagi hasil dan bukan semata dari
besaran pengenasn pajak dan retribusi i
sendiri yang dapat berdampak pada daya
saing produk dan tingkat harge produsen
{petani). Pemerintah telah mengeluarkan PP
No: 104/2000 tentang dana perimbangan dan
PP No: 10772000 tentang pinjaman daersh
yang dapat dipedomani daerah dalam mencari
sumber-sumber penerimaan daerah.

Disisi pengelolaan  banyak daerah vang
masih  memeriukan pedoman, arahan,
bimbingan, dan supervisi dalam menyusun
dan mengelola belanja deerah. Rasionalitas
belanjn daerah antara belanja  pegawai,
operasi/pelayanan, pemeliharaan, dan
investasi terutama untuk public investment
dalam memberikan pelavanan minimum
kepada masyarakat harus dapat divujudkan
oleh daerah sesuai properda. Keuangan
daersh harus terukur akuntabilitasnya serta
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termonitor dengan baik. PP No. 105 Tahun
2000 tentang pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan daerah, PP
No. 106 Tahun 2000, tentang pengelolaan dan
pertangpungjawaban  keuangan — dalam
pelaksanann  dekonsentrasi dan  tugas
perbantuan PP No. 109 Tahun 2000 tentang
kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil
kepala daerah, PP No. 110 Tahun 2000
tentang kedudukan keusnpan DPRD, dapat
dipedomani  dacrah  sebogai  instrumen
pengawasan penggunaan anggaran daerah.

Implementasi Otonomi Dacrah dan
Permasalahannya

Implementasi olonomi daerah yang tdak
disiapkan seccara matang dan terencana tefah
membawa berbagai implikasi seperti
kerancuan peraturan perundangan (termasuk
Perda dan Keputusun Kepala Daerah),
ketidakjelasan arah kebijakan (penataan
kewenangan, kelembagaan, personil),
penerimaan daerah yung masih mengandolkan
DAU, disharmoni hubungan Pemerintah
Pusat, Provinsi, dan KabupatenKota,
disharmoni hubungan Legislatif dengan
Eksekutif, demokratizasi vang tidak sehat
(ketidakpercavaan masyarakat ke DPRD
bermuara pada pengerahan massa). Berbagai
implikasi tersebut disebabkan antara lain oleh
1 @) peraturan perundangan wang beélum
lengkap, belum disesuaikan denpan UL
2271999  (Pasal 133), dan peraturan
perundangan baru yang belum selaras dengan
UUI1999, b) fasilitasi pusat terlambat (Pasal
112), €) Proses rekrutmen Eksekutif dan

‘Legislatif (hasil Pemilu 1999), dan daerah

kekurangan referensi dan bimbingan dalam

penyusunan Perda dan Keputusan Kepala
Daerah
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Kewenangan daerah vang semakin besar
anpa dibarengi dengan pemahaman yang
benar fentang otonomi dacrah, dapat
dipastikan akan memunculkan berbagai sikap
egoisme daerah vang semakin tinggi yang
dapat menurunkan solidaritas daerah dan
merangsang munculnya konflik kedaerahan
Implementasi 17! No. 25 tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan
Daerah telah mendorong daerah miskin SDA
untuk  mengejar penerimasn melalul  pajak
dan reiribusi dacrah. Sikap dan perilaku
daerah yang mengenakan pajak dan retribusi
(ganda) terhadap komoditi yang melalui
daerahnya, akan berdampak ekonomi biaya
tinggi (high cost ecomomy) wang akan
membebani masyarakat di banyak daerah dan

daerah it sendiri bila para produsen
mengambil keputusan menghentikan
produksinya. Bila komoditi tersebut

merupakan komoditi pertanian, maka setiap
penambahan biaya akan dibebankan oleh para
pedagang ke petani, dan petanilah yang akan
menjadi  korban dari tindakan daerah
pemimgul. Sementara itu tidak banyvak daerah
vang kreatif untuk mendorong kegistan
ekonomi terlebih dahulu sebelum melakukan

Pemahaman yang salah verhadap pasal 10
ayat 2 U No. 22 tahum 1999 telah
menimbulkan  kasus-kasus  penyenderasn
kapal para nelayan daerah satu oleh daerah
lainnya. Khusus bagi nelayan tradisional tidak
ada pembatasan wilayah laut. Sehingga
pengkaplingan laut seharusnya tidak terjadi.
Pada kasus-kasus  tersebut  seharusnva
pemenintah  dapat melakukan pengawasan
represif bila perlu melakukin pencabutan
terhadap terhadap perda dan keputusan kepala
daerah yang merugikan kepentingan umum

dan  berientangan  dengan  peraturan
perundangan lainnya.

Kckeliruan pada pencrapan sistem pemilu
1999, vang menerapkan kombinasi antara
sistem distrik dan proporsional dimana rakyat
tidak memilih (orang) yang mewakilinya di
DPRD, tapi memilih partai politk telah
menghasilkan arogansi legislatif. Para elit
politik di DPRD cenderung reaktif dan
memperjuangkan dirinys sendiri dan partaj
politiknya  dibandingkan responsif terhadap
berbagai  permasalaban  rakyat  yang
diwakilinya. Tingkat pendidikan dan
pengalaman para anngota legislatif tidak
mendorong  miereka  untuk  responsil
memahami berbagai aspek pemerintahan dan
pembangunan. Kewenangan besar DPRD
vang diatur dalam UL No. 22 tahun 1999
telah membuahkan keluatan besar legislatf
yang justeru dihadapkan ke eksckutif. Fungsi-
fungsi legislatif sendiri menjadi prioritas ke
sekian. Kondisi sosial ekonomi pars anggota
legislatif yang didorong oleh orientasi
materialistis yang telah dibangun lebih dari
30 tahun oleh Bangsa Indonesia  telah
mendorong penggunaan kekuatan DPRD bagi
peningkatan pendapatan anggota. DPFRD
Propinsi DKl Jakarta dapat merupakan
contoh yang menarik. Cost of function DPRD
DKI tahun 2000 adalah Rp 86 miliar dengan
hanya beranggotakan 80 orang. Dengan telobh
dikeluarkannya PP No.l10 tahun 2000
temtang  kedudukan  keuangan DPRD
diharapkan hal tersebut daapat dikurangi.

Pada tahap w®wal implementasi ini
memang Pemerintah masih sangat terfokus
pada pembenahan di pihak pemerintah baik
eksekutil maupun legislatif. Tidak hanya
pemerininh  daerah tapi  justeru  juga
pemerintah  pusat Schingga sosialisasi
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pemahaman otonomi bagi masyarakal luas
belum mendapat proporsi yang memadai.
Dibanyak dacrah telah terjadi spill over
kekecewaan masyarakat dalam bentuk
pergerakan rakyat yang ditandai
tindakan-tindakan anarkhis yang diarahkan
tidak saja kepada eksekutif namun juga
kepada legislatif. Belum terhapus dari ingatan
kita peristiwa-peristiwa pembakaran dan
pendudukan kantor DPRD, serta
penvanderaan anggota DPRD di  banyak
daerah. Namun sayang tidak banyak Daerah
baik pemerintah maupun masyarakat sendiri
vang menyadari bahawa sesunggubnya di
daerah tersebut telah lahir embrio Civil
Soeiety yang dapat merupakan kekuatan besar
sebagai kontrol terhadap ekseloutif, legislatif,
partai politik dan masyarakar itu sendiri.
Pembentukan Civil Sociery yang difasilitasi
dengan kantor, peralatan, perpustakaan dan
pelatihan-pelatihan akan dapat memcetcepat
pemahaman masyarakat terhadap otonomi
dserah dan sekaligus dapat dijadikan alat
pengawasan bagi penyelenggaraan otonomi
itu sendiri. Civil Soeiety yang kuat dan dapat
mengimbangi Public Secror diyakini akan
dapat mempercepat terwujudnya Good
Geovernance. Sedang Civil Socfety yang kuat
dan dapat mengimbangi Scktor Bisnis Public
Sector diyakini akan dapat mempercepat
terwujudnya Good Corporaie

Disadari bahwa ekses otonomi terjadi baik
di tataran pemerintahan, maupun di
masyarakat sendini. Dibanyak negara yang
ke sistem desentralistik memerlukan waktu
panjang. Penglaman Jepang memeriukan
lebih dari 50 tahun. Sementara di Philipina
telah berjalan lebih dari 10 tshun. Dani
pengalaman-pengalaman negara lain tersebut

63

kita patut mewaspadai berbagai hal seperti;
kutidnkdiﬂiphnm fiskal pemerintah daerah,
akuntabilitas  pemerintah  daerah  baik
eksekutif maupun legislatif, tinghat pelayanan
publik, binya terhadap ekonomi makro yang
diakibatkan oleh keinginan peningkatan PAD,
munculnya rasa ketidakadilan, dan ancaman
terhadap persatuan dan kesatuan nasional.

Dalam tatarsn implementasi telah terjadi
banyak hal yang justeru sudah menggejala
pada awal implementasi otopomi seperti :
tarik menarik kewenangan antara pusat dan
daerah dan antara propinsi  dengan
Kabupaten/Kota; struktur lembaga dacrah
yang boros dana; mis-march alokasi dana
(DAU), imasionalitas penggunaan dana
antara belanja pegawai, operasi/pelayanan,
pemelibaraan, dan investasi publik, daerah-
isme¢ dan  profesiomalisme  pegawai;
bermunculannya Perda dan Keputusan Kepala
Daerah yang  bertentangan dengan
kepentingan umm dan peranran
perundangan laifinya. Kegiatan monitoring
dan evaluasi penyelenggaran otonomi sudah
sangat mendesak dilakukan secara
professional dan  komprehensif. Kegiatan
Money  harus mampu m i
rekomendasi penyempumaan kebijakan atau
membuat kebijakan baru bagi pelaksanaan
otonomi daerah vang memberi manfaal bagi
daerah (rekomendasi MPR dalam Tap
TV/2000).

Strategi Pemecahan Masalah

ltmh

Pmmglmmn kupasttas
mencakup lembaga eksekutif, legislatif, dan
masyarakat. Peningkatan kapasitas lembaga
daerah, harus mencakup tataran; sistem,
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organisasi, dan individn Kepala daerah
harus mempunyal rencana strategic jangka
pendek (tahunan) dan panjang (masa jabatan)
serta tidak terlibat hal-hal kbusos vang harus
dipertanggungjawabkan kepada DPED sesugi
PP No: 1082000 tentang pertanggung-
jowaban kepalp doersh kepada DPRD.
Organiasai eksekutif daerah harus mampu
menjadi  organisasi  pembelajaran  dengan
melibatkan  seluruh  stakeholder. Birokrasi
dazrah harus mampu: memberikan pelayanan
prima, menegakkan supermasi  hukum,
memberdayakan masyarakat, menyelamatkan
lingkungan  hidop, dan  meningkatkan
kemampuan sparat dacrah.

Dulam penyelenggaraan tugns dan wewenang
DPRD sesuai ULl No 22/1999 pasal 18, dan
hak DPRD sesuai UL No: 22/1999 pasal 19,
kapasiins lembaga legislatif daerah periu
ditingkatkan dengan melakukan pendidikan;
politik, penyelenpparasn pemerintaban dan
penyvelenggaramm pembangunan terhadap para
anggota DPRD serta membentuk tim pakar
yang membantu DPRD dalam melakukan
berbagai kajian dan analisis kebijakan daerah.
Masyarakat sendiri dapat lebih diberdayakan
dengan  membentuk  masyarakat  madani
daersh wyang beranggotakan, para tokoh
masyarakat, pemuka adat, para- pakar dari
Perguruan Tinggi, mahasiswa dan pemuda
untuk  melakukan kontrol terhadap; Partai
politik, DPRD, dan ckselutifl serta kepada
rakyat itu sendiri pgar tzat hukum dan
peduli lingkungan, Untuk itu sudah saatnya
Masarakat Madani dibentuk dan difasilitasi
oleh pemerintah dan dengan bantuan negara
donor untuk NGO.

se '.|:. AR .|.' LA A4l .
perimbangan keuangan ferhadap keuzngan

daerah  adalah  pdanya  peningkatan
kemampuan daerah  dalam  pengelolasn
keuangan sejalan dengan semakin besamya
dana yang dapat dikelola sendiri oleh Daerah
tanpa pengaturan Pusat. Disamping itu, dalam
rangka pertanggungjawaban keuangan kepada
masyarokat juga diperlukan pemberdayaan
lembaga legislative (DPRD) melalui berbagai
spsialisasi. Dengan  demikian  diharapkan
pengelolaan keuangan Dszerash akan lebih
efektif dan efisien,

Dalam upaya agar Pemerintah Daerah
mampu melaksennkon mansjemen arus kas
dengan baik, makn diberikan rambu-rambu
antara  lain hahwa seéluruh dana  yang
diperiukan untuk pelaksanaan
penyelenggaraan fugas desentralisasi harus
dicatat dan dibukukan melalui Kas Daerah
Sebagaimana disebutkan dalam Undang-
Undang Nomor 25 Tabun 1999, sumber-
sumber kevangan daerah terdiri dar : a)
Pendapatan Asli Daersh (PAD) vaitu hasil
pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil
perusahaan daersh, dan lain-lain pendapatan
asli dagrah yang ditetapkan dengan peraturan
perundangan, b) Dana Perimbangan, vaitu
dana bapgi hasil (begian Daszrsh dari
pencrimaan PBB, PBHTB, dan penerimaan
sumber daya alam), Dana Alokasi Umum dan
Dana Alokssi Khusus, ¢) Pinjaman Daerah,
dan d) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah,

Selurnuh dana tersebut harus dicatat dan
dibukukan pada Kas Daersh, vang berfungsi
schagai tempal penyimpanan uang Daerah
yang ditentukan oleh Bendahara Umum
Daerah.  Sementara vang  melakukan
manajemen atas  pengelolaan Keuangan
Daersh terdiri dari perangkat pengelola
kevangan daerah, yaitu
Gubernur/BupatiWalikota merupakan

o4
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Pemegang Kekussaan Umum Pengelolaan
Kewangan Daersh di tingkat eksekwtif vang
berhak untuk melakukan tindakan yang dapat
mengakibatkan pengefuaran MBLpmn
penerimaan  daerah  (bertindak  sebagai
Otorisator) dan merupakan pejabat yang
berhak melakukan pengujian dan melakukan
perintah pembayaran (bertindak sebagai
Ordonator) terhadap tagihan yang bitimbul
sebagai akibat perikatan yang dibuat oleh
[Jinas Teknis, Sebaliknya para pejabar Dinas
Teknis lainmya haoya memiliki kewenangan
sebhagai Pengpuna Anggaran Khusus untuk
Dinas masing-masing. Sementara itu  di
tingkat teknis odministrative di  berbagal
Dinas, pejabal yang bertanggung jawab
terhadap pengelolaan uang dan  barang
(Bendaharawan) dinamaknn Pemegang Kas

Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah
MNomor 105 Tahun 2000 tersebut ditetapkan
bahwa dalam menyelenggarakan
kewenangannya Kepala Dacrah dapat
mendelegasikan kepada Sekretaris Daerah.
Selanjutnya Sckretaris Dacrah atas nama
Kepals Duerah dengan Surat Keputusan
untuk dapat melaksanakan anggaran yaitu
misalnya pejabat yang menandatangani sural
otoritas, surat perintah membayar, pemegang
kas daerah, bendaharawan, pimpinan proyek
dan sebagainya. Tujuan pendelegasian
tersebut adalah agar Kepala Daersh dapar
mengkonsentrasikan pada tugas-Tugas
kebijaksanaan pemerintahan umum dan tidak
dibebani  tupas-tugas  klerikal wyang tidak
perin

Sejalan dengan asas-asas otonomi daerah,

kebijaksanaan pembigyaan kegiatan
pemeriniahan  balk  yang menyangkut
operasiomil muupLn pembangunan

didasarkan atas asas pembiayaan sebapai
berikut :
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a.  Asas desemtralisasi yang menekankan agar
urusan vang merupakan tugas pemerintah
Daerah dibiayai atas beban APBD;

b. Asss dekonsentrasi yang menekankan
agar wrusan yang merupakan [upas
pemerintah pusat dibiayai atas beban
APBN;

c. Asas pembantuan yang menekankan
hahwa penugasan dari Pemerintah Pusat
kepada Daerah dan amu Desa untuk
melaksanaksn twgas terentu dibiaval alas
beban APBN (nme mandate  without
funding).

Dengan demikian terhadap pembiayaan
tugas urusan Pemerintah Daerah  hame
dibiayai dari APBD. Oleh karena itu
perangicat  daerah  mempunyal  wewenang
yang luas dalam menetapkan prioritas-
prioritas  pembiaysan pembangunan  di
dacrshnya. Untuk  jou haros  diciptakan
rambu-rembu atau mekanisme perencanaan,
pelaksanaan  dan pertanggungjawaban
anggaran scdemikian rupa schingga terdapat
check and balances antara eksekutif dan
legislative dalam menetapkan prioritas-
prioritas pembangunan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dasrah
merupakan wujud kristalisasi aspirasi dacrah
dan oleh karena itu harus disusun secara
terencana  dengan  memperhatikan  aspirasi
masyarakat melalui  Dewan Perwakialan
Rakymt Daersh dan  beroriemtasi  pada
kepentingan publik. Format APBD menganut
prinsip anggaran defisit sebagaimana APBN,
ketentuan-ketentuan pokok yang ditetapkan
adalah bahwa :

4. APBD dibagi menjadi Anggaran
Pendapatan, Anggaran Belanja dan
Anggaran Pembiayaan;

b. Pendapatan Daerah dirinel  menurut
kelompok pendapatan, yaitu sisa lebih
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anggaran tahun lals, pendapatan asli
daerah, dana perimbangan dan lain
pendapatan;

c. Belanja daerah dirinei menurut klasifikasi
organisasi, fungsi dan jenis belamja;

d APBD disusun dengan pendekatan kinerja
vang memual kelerangsn lentang sasaran
fisik, standar pelayanan yang diharapkan
dan perkiraan biava satuan komponen
kegiatan, persentase  dari  jumlah
pendapatan APBD wvang digunekan untuk
membiayai belanja administrasi  umum
dan belanja modal umuk aparatr.

e Untuk mengukur kinerja keuangmn perlu
dikembangkan standar analisa belanja,
tolok ukur kinerja dan standar hiaya,

Dalam rangka transparansi dan akunta-
bilitas, maka ditetapkan perlakuan akuntansi
untuk APBD adalah sebagai berikut :

a. Penerimaan Dana Perimbangan
Dana perimbangan merupakan kelompok
sumber pembisyaan pelaksansan desen-
bralisasi yang alokasinva tidak dapat
dipisahkan satu dengan yang lain,
mengingat mjl.um penerimaan  tersebut
saling mengisi dan melengkapi. Pemerin-
tah Pusat dalam melaksanakan pembayar-
an dana perimbangan kepada Pemerintah

Daerah dicatat sebagal transfer keluar di

sisi belanja. sehingga pada Pemerintah

Daerah harus dicatat sebapal pencrimaan

pendapatan APBD tnhun yang bersang-

kutan sesuai dengan Bagan Perkiraan
penerimaan pendapatan masing-masing;

membiayai kebutuhan dana yang tidak
dapat dibebankan dalam satu tahun

anggaran misalnya uniuk membiayai
keburnhan rehabilitasi  prasarana  atau
keindahan  kota atau  pelestarian
lingkungen  hidup, sehingge  biava
rehabilitasi tersebut dibebankan dalam
beberapa tahun angearan, Dana cadangan
dibentuk dengan kontribusi tahunan dari
penerimaan APBD, kecuali Dana Alokasi
Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana
Dwrurat.  Pengeluaran  vang  akan
disisihkan uniuk  pembeniukin  dane
cadangan dicantumkan dalam anggaran
pengeluaran. Sumber-sumber penerimaan
dan pengelunmin dana cadangan  harus
dicatat dan dikelola dalam APBID artinya
bahwa dana cadangan tersebul  harus
dibukukan dalam rekening tersendiri yang
memperhatikan  saldo awal,  setiap

serta saldo pads akhir tahun anggaran
Salde akhir dana cadangan pada tahun
tersebut dicatat sebapai saldo awal pada
tahun berikutnyy pada saal yang sams
ditambahkan pada dana cadangan tahun
berikutnya;

. Pengeluaran tidak terduga

Dalam menyusun APBD, Daerah dapat
menganggarkan untuk membizyal
pengeivaran yang sifatnyn tnk tersangka,
yaitu misalnya  pengeluaran  untuk
menangani bencana alam, bencana sosial
dan pengeluaran  yangbh tidak terduga
lainnya yung sangat diperlukan dalam
rangka penyelenggaraan kewenangan
p-etumah daerah. Anggaran untuk

enggaran tersendiri  dan dikelola oleh
Seckretaris Dmerah. Sistem dan prosedur
pengeluaran belanja tak tersangka harus
ditetapkan dengan Peraturan Dwaerah.
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Transaksi Pembiayaan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105
Tahun 2000, struktur APBD merupakan
satu Kesatuan yang tordiri dari @ (1)
Pendapatan Daerah, (2) Belanja
Dacrah, dan (3) Pembiayaan. Struktur
APBD seperti tersebut  memumjukkan
bahwa format APBD mengikuti format
onggaran  defisit  sebagaimana  formai
APEN. Tujuannnva adalash agar dalam
pemberian ninformas: kepada masyarakat
lebih transparan karena dari APBD dapat
diketshul jumlah belanja vang melebihi
pendapatan atau  luzim  disebut  defisit.
Selanjutnaya  defisit  tersebut  harus
dijelaskan dari mana akan diperoleh dana
unfuk menutupnya, misalnya defisit akan
ditutup antora lain  dari  penerbitan
Obligasi Daerah, pinjaman dalam atau
luar negeri, penjualan aset BUUMN, dan
sehagrinya yang adalam format anggaron
defisit disebut wansaksi pembiayaan.
Trunsaksi-transaksi pembiayaan misaloya
sebagai berikut |

(1) Penerimaan pinjaman dalam atau
luar negeri merupakan aliran kas
penerimaan, dimana dalam sistem
anggaran yang lama dianggap
sebagai  penerimaan  pendapatan
pembangunan;

Pembayaran kembali pokok
pinjaman dalam atiu luar negeri
(amortisasi) merupakan aliran kas
pengeluaran, dimana dalam  sistem
anggaran yang lama  dinnggap
sebagai pengeluaran rutin;
Penerimaan penjualan
pemerintah  Daerah,  dianggap
secbagai aliran kas penerimaan,
dimana dalam sistem lama dianggap
sebagai penerimaan pendapatan

(2)

(3)

{(4) Penerimaan  penjualan  obligasi
daerah dan pengurangan pembayaran
hutang pokoknya.

Di dalam Peraturan Pemeriniah fersebut
juga dinyatakan bahwa Kepala Daerah
menyusun  laporan  perianggungjawaban
Keuangan Daerah yang terdiri dari: Laporan
Perhitungan APBD, Nota Perhitungan APBD,
Laporan Aliran Kas; Neraca Daerah
Penyajian  laporan  bukanlah  merupakan
twjuan akhir, karena tujuan winma pelaporan
adalah pemberian informasi vang relevan
kepada pihak-pihak yang berkepentingan.,
Dalam hubungan dengen anggaran daersh,
maka yang berkepentingan utama terhadap isi
informasi laporan adalah pengguna laporan
dalam hal ini adalah DPRD yang merupakan
perwujudan dari rakyat. Terdapat dua jenis
laporan yaitu laporan pertanggungjawaban
Pemerintah  Daerah  kepada DPRD  dan
laporan yang bersifat manajerial dari perang-
kat pelaksana di Daerah secara berjenjang
dari satuan Kkerja, . pimpinan proyek kepada
Kantor Dinas, serta kepada Gubemnur/
Bupati/Walikota sebagai Kepala Daerah.
Peningkatan  kemampuan
daerah. Hal ini dilakukan mulai dari
penetapan rekrutmen sampai dengan pensiun,
karena pegawai merupakan pengperak utama
dari jalannya pemerintehan. Hal ini secara
tegas dinyatakan oleh Josef Riwu Kaho
{1991) bahwa faktor pepawal menempali
posisi penting dalam pelaksanaan otonomi
daecrah. Faktor-faktor lain yang mempenga-
ruhi pelaksanaan otonomi daerah mencakup :
a. Faktor mamsia pelaksana (Kepala

daerah, DPRD, Kemampuan Aparatur

Daerah, dan Partisipasi Masyarakat);

b. Faktor Keuangan Daerah (Pajak Daerah,
retribusi Daerah, Perusahaan Daerah, dan

Dinas Daerah serta Pendapatan lainnya),
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¢ Faktor Peralatan; dan
d. Fakior Organisasi dan Manajemen.

Kondisi sumber daya manusia
Pemerintahan Dacrah saal ini masih dirasakan
memiliki kendala besar dalam melaksanakan
otonomi daerah. Kendala tersebut antara lain
keterbatasan jumlah SDM vang berkualitas
untuk mampu menjalankan kewenangan yang
sangat luas dan  kompleks. Selama ini
pemerintah  Daerah  cenderung  kurang
memainkan peran dalam pengelolaan urusan-
urusan pemerintahan di tingkat lokal, karena
dominasi Pemerintah Pusat yang sangat besar
dalam pengeloluon dan pengaturan sumber
daya alam, kehidupan sosial dan ekopnomi.
Dikaitan dengan perubahan yang sangat cepat
(pengarub lingkungan strategis) baik politik,
ekonomi, sosial dan teknologi, organisasi
pemerintah  harus mampu  belajar  untuk
beradaptasi pada perubahan tersebut yang
dimotori oleh sumber daya manusianya.
Persaingan dalam berbagai aspek kehidupan
di masa kini dan masa depan lebih bertumpu
pada persaingan pengetuhuan (knowledge
based competition), hanya melalui knowledge
management organisasi Pemerintah Daerah
mampu  survive, dan organisasi  harus
membangun sikap mental untuk mau berbagi
ilmu  dan informasi  (informarion  and
konowledge shoring). Oleh karena i, SDM
Pemda harus mampu membangun jaringan
hubungan sesial (social nerworking) baik
dengan sesama pegawai dalam organisasi
maupun dengan pihak stakeholder agar
akumulasi pengetahuan (knowledge building)
dapat memberikan nilai  tambah  bagi
peningkatan  kualitas kerja  dan  produk

mmlmmmmm

pergeseran paradigma manajemen
pemerintahen yang sangat mendasar. Hila
scbelumnys pemerintah berperan  sebagai
pelaku (perencanaan, pendanaan, pelaksanaan
dan penilaian) kelak pemerintah  hanya
sehagai fasilitator dan penentu baku mutu dan
standar. Orientasi pemerintah yang semula
membangun kapasitas penyedia, sentralisasi
respurces dan supply offered akan berpeser
ke membangun pengguna, deseniralisasi dan
demand  crearion. Bila sebelumnya
pemerintah menggunakan instrumen;
kewenangan, dipandu aturan, pendanaan,
regulasi dan perizinan akan berpeser ke
instrumer; kompetensi, dipandu misi, non
pendanaan, deregulasi dan mekanisme pasar.
Lingkup kebijakan pemerintah yang semula
sempit dan didukung oleh swdi kebijakan
vang pada umumoya dar komsultan akan
bergeser menjadi luas dan didukung oleh
kemampuan manajernen kebijakan, Untuk it
pendekatan kebijakan pemerintah dalam era
otonomi daerah harus pula bergeser dari
pendekatan individu dan wise-man (yang
memiliki faeit dan sebapai think-rank) ke
pendekatan institusi (research group) dan
dari pendekatan intuitive logic ke pendekatan
metode ilmiah analitis.

Ukuran keberhasilan otonomi daerah
tidak sckedar kesiapan menterjemahkan
kewenangan, kelembagaan, personil.
aset, dan keuangan vang tidak lebih
hanya merupakan input bagi proses
otonomi itu sendiri, Yang diperlukan
masyarakat justru owfpwt dan owfcame
otonomi dargsh. Di tahap awal
implementasi ini memang belum di
bangun  ukuran/kriteria  keberhasilan
tersebut. Namun berbagai ukuran seperti
kinerja pelayanan publik, kemampuan dalam
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meningkatkan penerimaan daersh tanpa
menimbulkan distorsi ekonomi, kinerja
ketersediaan dan pelayanan infrastruktur,
kinerja ckonmomi (pertumbuhan ekonomi,
PDRB), kinerja  kesejahterman  sosial
ikesehatan, pendidikan), penyclamatan
lingkungan, kesempatan kerja dan ftingkat
partisipasi masyarakat patut dipertimbangkan
sebngai ukuran keberhasilan otonomi daerah.

kKonklusi

Persiapan  penyelenggaraan  otonomi
daerah dalam bentuk penataan Kewenangan
pemerintah  baik pusat, propinsi, maupun
Kabupaten/Kota, kelembagaan baik pusat,
propinsi maupun Kabupaten/Kota; personil
baik pengalihan, penempatan dan pembinaan;
dokumen dan arsip; keuangan dan aset baik
pengalihan, pembiayaan, dan pengelolaan;
serta peningkatan kapasitas daerah telah
diselesaikan sebelum | Januari 2001.

Namun konsolidasi menuju kesempurmaan
mstrumen otenomi dacrah tersebut akan terus
berlanjut. Tanggal 1 Januar 2001 hanyalah
merupakan titik awal implementasi otonomi
dacrah, Pemberdaysan daerah akan sangal
tergantung pada kemampuan dan kemauan
Pusat memfasilitasi penyelenggaraan olonomi
daerah dalam bentuk : pedoman, bimbingan,
pelatihan, arahan dan supervisi.

Otonomi  daerah  bukan  merupakan
kemerdekaan daerah menggunakan
kewenanpannya, menvusun Perdn dan

Keputusan Kepala Daerah yang mungkin
berbentur dengan kepentingan umum dan
peraturan perundangan lainnya, akan tetapi
merupakan  kemerdekaan daerah dalam
memberi pelavanan prima kepada masyarakat
daerah tanpa terjadi distorsi ekonomi dan
umbuhnya bibit-bibit disintegrasi.
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Formula perimbangan keuangan antara
pusat dan dazrah yang tengah di berlakukan
akan sangat menguntungkan bagi daerah-
daerah yang kaya sumber daya alam. Untuk
itu diperlukan peninjavan ulang agar lebih
berkeadilan. Daerah yang terbalas atau tidak
mempunysi SDA harus kreatif dalam mencari
sumber-sumber penerimaan daerah tanpa
menciptakan distorsi ekonomi bam. Pasca
penyempurnaan  perimbangan  Keuangan
antara pusat dan daerah dan peningkatan
kelembagaan, setiap dacrah harus mampu
menilai kelayakan daerahnya sebagai dacrah
otonom.

Uniuk mengeliminir berbagai
permasalshan ~ yang  muncul  dalam
implementasi kebijakan otonomi daerah,

kiranya perlu dilakukan upays-upaya oyvata
yang mencakup peningkatan kemampuan
kelembagaan daerah, kemampuan keuangan
daerah, kepegawaian daerah, dan manajemen
pemerintahan dacrah. Upava-upaya terscbut
perlu dilakukan secara terus-menerus dan
konsisten dengdn melibatkan  seluruh
komponen good governmance (pemerintah —
dunia usaha — masyarakat madani) di dasrah
dan pusal.
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